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@ TENTANG

RETRIBUST PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASY ARAKAT KABUPATEN MAGELANG

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAGELANG

Menimbang : 4. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otoncmi Daerah,
beberapa aspek Khususnya yang berlkafan cdengan
Pelayanan Masyarakat perlu ditingkatkan, maka Fusat
Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu aspek yang
perlu  mendapatkan perhatian  guna meningkatian
pelayanannya, baik dari sisi profesionalisme kerja
rnaupiun sumber dana sebagai faldor penculkungryz ;

b. babwa dengan berlakuny: Undang-undang Nomor L8
Tahun 1997 tentang Pajak caerah dan Retribusi Dasrah
maka FRetribusi Felayanar Kesehatan di Kabupaten
Magelang khususnya Pelayanan Kesshatan pada Fusat
Kesehatan Masvarakat yang diatur di dalam Peraturan
Daerah MNomor 13 tahun 1998 teatang Retribusi
Pélayanan Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang perlu ditirjau kemball, hal ini tidak sesuai Bai

an Undang-unclang Nomor 22 Tahun 1939 tentang

intahan Taerah—elan ' ngan situas: dan
roy fﬁmgqﬁfﬁﬁ dah“:‘i 0Nk AYLang §
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¢. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan
Masyarakat adalah untuk memberikan landasan hukum
bagl aparat maupun masyarakat clalam melayani zerta
memperoleh pelayanan yang baik serta jaminan
kesehatan bagl semua pihak ; juga untuk mernterikan
landasan hukurn bagi aparat clan rnasyarakat dalam .
pernungutan dan pembayaran retribusinya ;

d. bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka periu
diatur dalam Peraturan Daerzh.

Menginget : 1. Undang-undang Momor 13 Tahun 1950 jis Peraturan
Pernerintah Nemor 32 Tahun 1950 tentang
Pernbentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun
1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1982
tentang Pemindahan 1lbukota Daerah Tingkat 1I
Magelang dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II
Magelang ke Kecarnatan Mungkid di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Magelang ( Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor 36) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 19%2 tentang
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495
Tahun 1992 ) ;

3. Undang-undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan Daerah  (Lernbaran Negara Nomor 60
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
.3839); '.
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8.

Peraturan Pemerintah Nomoar 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan  Sebaglan  Urusan Pemerintahan  dakm
Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3347) ; :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencermaran Air (Lembarzan Negara Tabun
1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Megara MNomor
3409) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Refribusi Daerah (Lembaran Megara Tahun 1997 Nomoer
55, Tarnbahan Lembaran Megara Nomor 3652) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangar Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 teatang
Pedomam Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Keputusan Presiden Republk Indonesia Nomor 38
Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tala Cara
Pengelolaan iKeuanganny. ;

10. Peratwan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I

Magelang Nomor & Tahun 1988 tentang Penydik
pPegawal  Negeri Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupeten Daerah Tingkat 11 Magelang ;
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAIILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKANM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAM KESEHATAN
PADA  PUSAT  KESEHATAN  MASYARAWAT
KABUPATEN MAGELANG,

~ BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

g.

Daerah adalah Kabupaten Magelang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang:

Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;

Diras Kesehatan adalah Dinas Kesghatan Kabupaten Magelang:
Kepala Dinzs adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maceiang;
Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Magelang vyang melaksanakan pelyanan
kesehalan secara parlpurna kepada masyarakat ci Wikyah Kerja
tertentu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;

Kepala PUSKESMAS adalah Kepala PUSKESMAS di Wilayah Kabupaten
Magelang;
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PUSIKESMAS  Pembantu  adalah  Puskesmas  dengan  kegiatan
fungsional yang dilakukan cleh tenaga kesehatan, yang menyangkut
bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan baglan integral dari
Puskasmas ;

Puskesmas keliling adalah Unit pelayanan Kesehatan kelding yang
dilengkapi dengan sarana kendaraan bermator roda 4 (empat) dan
peralatan kesehatan, serta sejumiah tenaga vyang berasal darl
Puskesmas guna menunjang dan membantu palaksanaan kegtan-
kegiatan Puskesmas vyang belum terjangkau oleh Pelayanan
Kesehatan ;

Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Pusat Kesenatan
Masyarakat yang mempunvai fasilitas rawat inap ;

Puskesmas tanpa perawatan adalah Puskesmas dergan kegiatan
fungsicnal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yarg mencaiup
penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipaka
penderita;

Puskesmas Swadana adalah Puekesmas yang telsh mendapat
wewenang untuk rnenggunakan penerimaan fungsionainya se@n
langsung, dengan memungut biaya sesuai tarip yaag ditetapkan
secara khusus ;

Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan daam Qentik
rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang difaksanakan
oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesinas Permbanty, Puskesmas
Keliling dan Puskesmas dengan tempat perawatan |

Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap OrRING yang masuk
Puskesmas  untuk Keperluan observasl, pengobatan, rehabiiitas
medis dan pelavanan kesehatan lainnya tanpa tnggal di ruang ranat
inap ; b

Rawat [nap adalah Pelayanan lerhadap orang yang diuawat tinggal di
Puskesmas dail enempatl tempat perawatan di Puskesmas dengan

ternpat perawatan ).
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Rawet Kurjungan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang
dalam tangka observasl diagnosa, pengotatan dan pelayznan
kesehatan lain di rurmahnya ;

Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan 24 (dua puluh empat)
jam di Puskesmas dengan tempat perawatan tznpa tinggal di ruang
rawat inap ;

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut ek .
Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan kesehatan

Jasa Pelayanan Kesehatan adalh pelayanan dan kemudahan yzng
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagncez,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;

Tindalan medik adalah tindakan pembedahan dan pengobatan
dengan rnengqunakan alat atau ketrampilan Khusus dan tndakan

diagnosis lainnya ;

Tindzkan Terapi adalah Tindakan pengumpulan data mengesnai
pasien, menganalisa untuk merumuskan diagncsa guna penentuan
terapi dan mengevaluasi hasil terapi ;

Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Lab

Kes Mas adalzh sarana yang melaksanakan pelayanan pemesiksaan ci
bidarg Miluobiologi, Fisika, Kimia atau bidang lain yang berkaian
dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkurgan .
yang terutama untuk menunjang upava pencegahan penyakdt dam
penirngkatan kesehatan kepada masyarakat sebagal Unit Fungsional
yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;

Wajib Retnbusl adalah orang pribadi atau baclan yang menurut
Peraturan  Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan  untuk
rnelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu |
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x.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutriva dapat disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentulan besarnya Jurniah
retribusi yvang terhulang

V. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11
PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan Dan Perawatan

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kesshatan yang dilaksanakan cleh Puskesmas
yang dikenakan retribusi adalah :
Rawiat jalan;
Rawat [nap;
Rawat Kunjungan;
Tindakan Medik;
Pelayanan Kesehatan Keluarga ;
Pelayanan Laborator mmW&mariksaan penunjang DRgnostix;
Pelayanan Gawat Darurat;
Pelayanan Ambulance,;
Pelayanan kesehatan lain-lain.

SeFmpApTe

Pasal 3
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesahatan

I-»‘lasyal'aﬁit dipungut retribus! menurat ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah inl.
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Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

(1) Puskesmas menerima dan merawal penderita yang datang sendiri
maupun yang datang atas rujukan dari dokterfbidan Puckesmas
staupun dokter/bidan praktek swasta. .

(2) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di Puskesmas ditentulan oleh
dokter Puskesmas yang rnemeriksa atau petugas yeng diben
WEWenanga.

(3) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh
dokter Fuskesmas yang rnemeriksa atau petugas yang diber
Wewenang. ' - ;

{4) Bagi penderita dimaksud ayat (3) pasal Ini, yang tidak mampu wajid
rmenunjukkan dan atau menyerahkan Surat Keterangan dan
Kelurahan/Desa setempat atau Kartu Senat dan bagi pendents
peserta Asuransi Kesehatan sesuai dengan ketantuan yang berlaku.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Lnap

Pasal 5 '

(1) Pelayanan dan Perawatan di Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap
rnelavani percdlongan parsalinan normal, persalinan pathologs dan
perawalan orang saldt |

(2) Bagl penderita rupukan yang akan dirawal di Puzkesmas dengan
fasilitas Rawat Inap, diharuskan mmembawa Surat Rujukan dan
dolder/bidan Puskesmias atau praktek swasta yang mengilimkan
pendarita tersebut, )
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(3).

(1)

3)

(1)

Penderita sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini vang tidak
mampu, wajib melengkapl dengan Surat Keterangan tidak mampu
darl Kelurahan/Desa setempat atau menunjukkan Kartu Sehat dan
Bagi penderita peserta Asuransi Kesehatan sesual dengan ketentuan
yang berlaku.

Paragraf 4
Pelayanan Rawat Kunjungan

Pasal &

Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan untuk. penderitz vang
telah pulang kerumah akan tetapi masih memerlukan pemantauan
lebih knjut yang dilakukan oleh dokter Puskesrnas yang memeriksa
atzau petugas yang cliberi wewenang.

Puskesmas melaksanakan Rawat Kunjungan jika terjadi Kejadian Luar
Bizsa (KLB) yang dilakukan oleh dokter Puskesmas yang msmeriksa
atau petugas yang diberi wewenanag.

Perlu atau tidaknya penderita Rawat Kunjungan dirujuk ke
Puskesmas, Rumah Sakit ditentukan oleh dokier Puskesmas yang
memerilsa atau petugas yang diberi wewsanang.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan Keluarga

Pasal 7

Puskesmas memberikan pelayanan Kesehatan Keluarga meliputi ©
a. Periksa hamil;

b, Periksa bayl dan anak;

¢. Pertolongan persalinan normal;

d, Pelayanan Keluarga Berencana,

e. Pelayanan imunisasl Tetanus Toxold untuk ibu hamil;

f.  Pelayanan imunisasl dasar lengkap untuk bayi;

g. Perbalkan gizi, (bu hamil, ibu nifas, bayl, baita dan anak pra

sekolah.
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Pelayanan Kesehatan Keluarga dilaksanakan oleh dokfer Fuskesmas,
bidan Puskesmas, bidan Puskesrnas Pembantu, bidan di desa,
petugas gizl Puskasmas, petugas imunisasi Puskeamas dan perawat
kesehatan,

Paragraf 6

Pelayanan Laboratorium / .
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal B
Puskesmas mempunyai fasilitas laboratorium sederhana,
Laboratorium Puskesimas mempunwyai fungsl sebagai penuniang

diagnostik dalam menegakkan diagnose ; -

Jenis pemeriksaan laboratorium Puskesmas meliputi pemeriksaan
darah, urine, facces, bakteriologis, dan penyakit menular.

Paragraf 7
pelayanan Ambulance

Pasal @

Puskesrmzs mempunyal kendaraan Puskesmas Keliling yanG dapat .
‘berfungsi sebagal arnbulance ;

Untuk merujuk penderita ke Puskesmas Pembantu, Pushesnas
Puskesmas dengan Perawatan dan Rurnah Sakit atau membawa
pulang penderita kerumah, dapat menggunakan ambulance ;

Setiap pengguria Ambulance/Mobll Puskesmas keliling diatur dan
sefiin Kepala Puskeamas;

Bagi penderita vang dinyatalan tidask mampu oleh pejabat yang
berwenang dapat dikenakan keringaran sebagian dari blaya pernakalan
ambulance/miobil Puskesmas Kellling.
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Paragraf 8
pelayanan Kesehatan Lain-lain

Pasal 10

(1) Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan lain-lain meliputi :
Perneriksaan calon hajl;

Keur dolter umum;

Keur kesehatan untuk anak sekelah,

Pemeriksaan dokter spesialis;

Tindik telinga;

Pemeriksaan kesehatan calon pengantin ;

Pemerilcsaan kesehatan tenaga kerja.

eheapos®

(2) Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh dokter Puskesmas zi2u
petugas Puskesimas yang diberi wewenandg,

Paragraf 9
Perneriksaan-Laboratorium

Pasal 11

(1) Setizp orang atau Badan untuk kepertingan dirinva sendin dapat
. menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium |

(2} Untuk kepentingan penyidikan dan atau dalarn hal ada pengaduan dari
masyarakat bahwa diduga telah pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau suatu badan hukum,
pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan
laboratorium ;

(3) Perusahaan Air Minum (PAM) dan industrif perusahaan baik berupa
jasa maupun non j@sa di Wilayah kabupaten Mageiang diwajibxan
untuk memeriksakan kualitas-alr yang dipergunakan masyarakat secara
rutin ;
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Paragraf 10
Bentuk Perneriksaan laboratorium

Pasal 12

(1) Pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi
Femeriksaan kualitas air secara fisik.

Perneriksaan kualitas air sezara kimia.

Perneriksaan kualitas air secara bakteriologs.
Pemneriksaan kualitas lingkungan secara fisik.
Perneriksaan kualitas makanan/minuman secara kirnia.
Ferneriksaan mikrokospis.

Perneriksaan pemaparan pestisida,

Qmpon oW

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pesal im
dilakukan oleh petugas Pmkesmas.fpetugas Dinas Kesehatan yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAE 111
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUST

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesashatan pada Pusat Kesehaton
Masyarakat di Kabupaten  Magelang, dipungut retibusl bagr yang
menqggunakan jasa pelayanan kesehatan,

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan di Pushesnas,
puskesmas dengan tempat  perawatan,  Puskesmas Pembantu dan
Puskesmas keliling .
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IPnul 15
Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesrnas, Puskeunas dengan
ternpat perawatan, Puskesmas Pemibantu dan Puskesmas keliling.

BABIV
GOLONGAN RETRIBUSX DAN WILAYAH PEMUNGUTAM

Pasal 16

Golongan Retribusi adalah jasa umum pelayanan kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipungut diwilayah Daerah.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 17

Tingkat pengguna jasa didasarikan pada Obyek dan Subyek Retribusi.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 18

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarp retribusi
dimaksud untuk menutup blaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dengan mempertimbangkan Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,
bizya investasi, blaya perawatan, blaya prasarana, biaya operasional dan

pemeliharaan.
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BAB VII

STRUKTUR BESARNYA TARIP DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS IELILING

Pasal 19

Tarp Pelayanan Kesehatan dalom bertuk rawat jalan pada Pusat
Kesehatan Masyarakal, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas
dengan tempat Perawatan sebesar Rp.2.000,- (dua ribw rupian)
untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan urriem yaity -
Observasi, Diagnosa, Therapi dan pernberian obat;

Apabila diperfukan tindakan meclk dan terapi, pemerisaan
penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain maka cizva
dibayar terpisah berdasarkan tarlp yang ditetapkan untu< jers
pemeriksaan tersebut.

Parsnl_ 20

Tarip pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling dikenakan Dizva
tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupizh );

Tarip pelayanan kesehatan rawat kurjungan dikenzkan bDiava
tambahan untuk transportasi sebesar Rp. 4.000- (empat nbu
rupiah); :

Tarip pelayanan kesehatan rawal jalan diluar jam kana dikenakan
biaya tambahan sebesar Rp, 4.000,~ (empat ribu rupiah);

Selain pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3)
Pasal ini ditarnbah blaya tindakan sesual dengan ketentuan yang
berlaku,

Pasal 21

Bagi Penderita rawat inap dikenakan blaya berdasarkan terip kelas

yang ditempati,

Dipindai dengan CamScanner




o

15

Pasal 22

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini meliputi :

d.

Biaya adrninistrasi per klas pada penderita rawat inap :
1. Kelas 111 sehesar Rp. 2.000,-
2. Kelas 11 sehesar Rp. 3.000,
3. Kelas 1 sehesar Rp. 4.000,-

Bisiya cucian :

1. Kelas 111 sebesar Rp.  500,- [hari
2. Kelas 11 sehesar Rp. 1.500,- [hari
3. Kelas 1 sehesar Rp. 2.500,~ Jhari

Biaya Perawatan dan biaya pelayanan kesehatan :
1. Kelas 111 sehesar Rp. 4.500,~ ./ havi
2. Kelas 1l sehesar Rp. 9.000,- / hari
3. Kelas 1 sehesar Rp. 13.500,- / hari

Pasal 23

Seiain biaya sebagairana tersebut pada Pasal 22 Persturan Dasrah ini,
ditambzh dengan : :

a.
b.

Biaya cbat yang digunakan selama dirawat ;
Bizya visite dokter yang ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk dokter sebesar 40 % (empat puluh persen) dan Diays
perawatan perhari.

2. Untuk penderita peserta Asuransi Kesehatan dsesualkan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bizya - biaya. lain yang berupa Rboratorium, suntikan, tindakan
medis dan tindakan lannya sesual tarlp yang bertaku.

U it s sligsd W .
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Pasal 24

(1) Kepada penunggu penderita rawat Inap dikenakan biaya sebagai
berikut :

a. Keias:m sebesar Rp., 250f/orang/hari
b. Kelas I sebesar Rp. 500,-forang/hari
¢. Kelas 1 sebesar Rp. 750,~Jorang/hari

(2) Apabila pasien dinyatakan dalam keadaan gawat oleh dolter yang
merawat kepada penunggu tidak dikenakan biaya tungqu.

Pasal 25

(1) Kepada penderita rawat inap/ jalan yang memerlukan konsulizsi
therapi atau konsultasl penyembuhan pada dokter ahli spesizis
dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lirma ribu rupiah).

(2) Biaya konsultasi sebagaimana dimaksud paca ayat (1) Pasal ini

diperuntukan :

a. Untuk dokter spesialis komsultan sebesar 70% (tujuh puiuf
prosen) dari biaya konsultasi.

b. Untuk Kas Daerah sebasar 159 (lima belas prosen) dari biava
konsultasi.

c. . Untuk Puskesmas sebesar 15% ( Lima belas prosen) dari biava
konsultasi, .

[T N —_—.

Pasal 26

Tarip rawat kunjungan dikenakan biaya tambahan sebagaimana
tersebut pada Pacal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan apabila
diperiukan psmeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi,
rehabilitasl medik dan lain-Rin, maka blaya dibavar terpisah dai piava
rawat kunjungan sesual tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/
tindakan tersebut.
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Pasal 27

o

(1) TTanp tiiidukan medik dan therapi terencana :

a. TanB tindakan meclik ingan ditetapkan sebagal berilan ;

1. Jahit luka : 1- § jahitan Pp. 10.000,-
lebih dari § jahitan, tiap 1 jahitan ditambah Rp.  1.000, -
2. Insisi abses Rp. 4.000,-
3. Sirkumeisi (chitan) Pp. 40.000 -
4, Suntikan tertentu Rp. 3.000,-
5. Pemasangan IUD Rp. 10.000,-
6. pencabutan [UD Rp. 10.000.-
7. Pemasangan implant Rp. 20.000,-
B. Pencabutan implant Rp. 40.000, -
9. Pemasangan dan pencabutan implant bersamaan
| ' Rp. 50.000,-
10. Insisi hordeolum Rp. 20.000,-
11. Vasektomi Rp. 40.000.-
12. Medis Cperasi Wanta (MOW) Rp. €0.000.-
13. PengamBin,corpus glineum ringan Rp. 8.000,-
14. Pemasangan kateter Rp. 4.000,-
15, Lavement Rp. 5.000,-
16. Tindakan Raser plasty Rp. 35.000,-
17, Extrasi kuku Rp. 10.000,-
18, Pengambilan atheroom/ganglin/lipoma/
veruca kecll i Rp. 20.000,-
19. Pemasangan infus Rp. 4.000-
20. Perawatan perlukaan Rp.  4.000-
21. Perawatan luka bakar Rp. 4.000,-
22. Tindakan pemasangan bidal/spalk t Rp.  4.000,-
23, Biaya pertolengan persalinan nermal . N
- oleh dokter : Rp.  $0.000,-
- oleh bidan/paramecs Rp. 35.000-
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b. Tarip tindakan medik sedang ditetapkan sebagai berikut :

1. Operasl Pterigiurn Rp. 35.0C0,-
2. Kuretage Rp. 50.0C0,-
3, Vacuum Extractie Rp. 90.0C0,-
4. Minflaparatomi Rp. €0.000,-
¢, Tindakan medik gigl
1. Pembersihan karang gigl per kwadran Rp. 5.0C0,-
2. Pencabutan per 1 glgl
a) Gigl decidui Rp. 3.000,-
b) Gigi permanen Rp. 5.000,-
¢) Dengan komplikasl | Rp. 7.5C0,-
d) Gigi tertanam,/impactet Rp. 25.0C0,-
3. Insisi abses gigl Rp. 7.5€C0,-
4, Tumpatan gigi Rp. 6.0CC,-
S. Perawatan syaraf/perkunjungan Rp. 5.0CC,-
6. Pengobatan gingivitis Rp. 5.0C0,-
7. Alveolectorni tiap gigi Rp. S.CCC,-
8. Tumpatanh sementara Rp. 2.5CC.-
9, Premedikasi Rp. 2.%4Q,-

(2) Tarip tindakan medik dan terapi tidak terencana (segera atau cito) dan
Unit gawat darurat atau ruang rawat inap dikenakan tambahan Cizva
sebesar 100% dari tindakan medik dan terapi terencana yang sgjsnis |

(3) Terip tndakan medik dan terapi dengan komplkssi diseraian
tambahan biaya sebesar 50% dari tindakan medk can Efﬁb

terencana yang sejenis ;

(4) Apabla memerlukan obat, bahan dan alat yang tidak dissdiakan Jed
Pemerintah maka blaya ditanggung oleh pasien.
Pasal 26
Tarip pasien gawet darurat dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kal

tarip rawat jalan maupun tarp tndakan medik yang diberikan paca keadaan
gawat darurat,
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Tanp peqrﬁrlt-csaan laboratorium Klinik sebagal berikut :

a. |dasifikasi saclerhana,

Pasal 29

Jenis pemeriksaan Jasa alat
Rp.
1. Darah :
a) HB Sahli 500
b) Hematokrit 500
¢) Jumilah eritrosit 500
d) Jumlah leukosit 500
e) Hitung jenis 500
f) LED 500
a) Waktu pembekuan 500
h) Waldu pendarahan 500
i) Gula darah ( s2suai harga pasar )
2. Urine :
a) Reduksi 500
b) Protein 500 -
c) Bilirubin 500
d) robilin 500
e) Sedimen 500
f) Bensidine test 500
g) Plano test 500+
3. Fa?qes £
2) Makroskopis 500
) Mikroskopis 500
c) Bensidinetes 500

b. Klasifikasi sedang.

Lain-lain untuk permeriksaan penyakit menuiar

1. Direk Preparat GO 1.500

2, Dired Preparat Diptheria 1.500

3. Khan/VDRL 1,500

. 485 uturm BTA : 1. 500

Sy Slide wiolarnia L 1. SQE[
~ 6. WIDAL (s.e:wnéhm h

., 19

Josa Medis Blaya
permeriksaan
Rp.

BE888888 €

gE88888
EEEEEERS

£28
E2E

Pt L)

§§§§§“
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G Rujukan
Kategori Pemeriksaan  Jenis Pemeriksaan Biaya Pemerlksaan
) Rp.
A. Asik

1. Air: - Bau 2.250
-\Wama 3.250
- Rasa 3.250
- Suhu 3.250

- Kekeruhan 3.250 .
2.in . “ebisingan 2.250
an igkmg— Pencahayaan 3.250
- Kelembaban 3.250
- Suhu 3.250

B. Kimia.
1. Air - Fluarida 10.800
- BOD 21.500
- COD 15.500
- Oksigen terlarut (DO) 9.000
- CO Agresip 9,750
- pH/Derajat keasaman 3.250
- Zat Organik (Kmn04) 6.500
- Kesadahan Ca CO2 , 5.400
- Calcium 9.000
- Mangaan 10.300
- Mitrat 10.300
- Besi 10.300 .

- Klorida 5.400
- Nitrit 10,300
- Sisa Klor 3.250
- Magnesium 9,000
- Zat Terendap 3.250
- Alr Raksa 10,300
- Alurniniurn 10.800
- Arsen 10.800
- Barium 10.800
- Kadmium 10.800
- Kromium 10.800
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- Natrium

- Perak

- Seleniurn iggg

- Seng 10.800

- Cyanid 10,600

- Sulfat 10,600

'Tﬂ“haga 10.800

Tirnbal 10.800
- Fostat 10,800
2. Makanan/minuman

- Pengiawet 22.500
- Pemanis 22.500
- Pewama 22.500
- Kadar protein 20.000
- Kadar lernak 16,200
- Kadar air 13.500
- Kadar karbohidrat 4,500
- Kadar alkohol 20.000
- Kadar gula reduksi 4.500
- Kadar Salarosa ' 4.500
- Kadar garam 4.500
- Kadar lodium dalam garam 5.000
- Logarn: Berat (Cu, Pb,Hg) 9.750
- Arsen 2.500
- Clanida 7.500
- Minyak mineral 16.200
- Minyak Nabatl 16.200
- Formalin cair 2.500
- Formalin, padat 13*%
- Borax } 14' e
- Sukrosa A¥
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i BaktmbL;is
i Bl?
Pemeriksaan MPN Col Form dan Cali tirja
- Air persih/kolam renang /. 1.5.000
= Alr minum 18.000
- Air badan air / air limbah 21.000
- Makanan / minuman 10.000
B. Pemeriksaan angka kuman 13.500
C. Pemeriksaan Vibrio cholera 18.000
D. Pemeriksaan Stapylococcus ’ 16.500
E. - Pemeriksaan E. Coli ~ 16.500
D. Pemeriksaan Salmor.elia 22.500
2. Mikroskopis. o
< Kapang / kamur 15.50C
- Caging / telur cacing 5.200

D. ‘Femaparan Pestisida
- Cholinesterass 6.000

(2) Besamﬁ iJlaga dan jenis pereriksaan radiologie :

i .
Mo | Jenis Pemeriksan | Jasa | Sewa | Jasa | Jasa | Jumian
{ Alat Medis | Konsu!
1l tasi
T R A S e ety S st §
u {1 Pune:flif&an
= | Radiol
Tanpa Kontras 3.000| 3.000| 2.500| 2500 11.000
- we "t 2500 2,800 9,000 | 9.000 | 23.000
HSE 2500 2,500| 8003 8000| 21.000
Colon (0 Loop 2,500 [ 2.500 [ 1..000 10000 | 26.000
2500 | 2.500 | . 6,000 6000| 17.000]
*ztm ?.ﬂ) 3.000 [ 3.000| 10000 & |
2000 2.000 | § 5.000| 5.000(: 14.000 :
2.000] 2,000 | & 5000 | 5.000| 14.000 [
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(3) Selain biaya tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masih dikenakan biaya
harga bahan/ film sesuai dencan harga pasar ;

(4) Besarnya biaya pemeriksan elektro meclik :

— i

— e

o R RS EE e e W

CJasy
Puskesmas

S S e — —

“Jasa Jumizh
Medhk

o

2.500
12.000

7500

30000
5.-1‘.0 ISMI
5.000 | 15.000 |
5000 | 15000 |

| I 1

I S— —

Besarnya hiaya untuk pemeriksaan sebagaimana diraksud avat (2)

dan ayat {4) Pasal ini, untuk klas II dikenzkan tambahan Law
sebesar 25 % dari tarip klas III, sedangkan untuk kK'as [ dikenakan

Bilamana dilakukan pengambilan sampel [ specmen ke lapangan

dikenakan tambahan biava sebesar Rp. 5.000,- ( Uma rbu rupiah)

No “Jenis [ Bahian habie
pakal dan
_____ | sewaulat
L leke | 3.000
 J USG 15.000
% Monitor EKGfICU 7.500
4. | Buiside Manitor 7.500
5. | Defibulator 7.500
R, AT e v
(5).
biaya tambahan sebesar 40 %6 dari tarip Kas I ;
(6).
per sampel/ specimen ;
(7).

Penentuan perneriksaan penunjang diagnostik  seger ,,C to)

dikenakan tambahan biaya sebesar S0% dari tarif yang ditertukar

Pasal 30

(1) Jenis dan besarnya tarip tindakan rehabilitas medk :
a. Encerdise
b. infra red
¢. Vibrator
dl TE‘ﬂE
o, "W lekdrik stirnulasi
f Dfatermi
g. 'I'rak'ﬁ-h

Rp
Rp
RP
R
R
RR
Rp:

3,03(‘;'
3.020,-
3.000,

o s o i
REBE
L =

-
L]
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(1) Visum Et Repertum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak

24

Selain biaya tersebut pada;ayat (1) Pasal Ini tetap dikenakan biaya
sewa alat dan jasa tindakan sebesar 2086 (dua puluh presen) dari
biaya perawatan dan biaya’ pelayanan kesehatan pada masing-masing
kelas. 0

Pasal 31

vang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang

beriaku ;

(2) Visum Et Reperturn War ditetapkan sebagai berikut :

[ Pemeriksan “Jasa Bahan | Jasa | Juriah
| pemeriksaan | Puskesmas_|
| &, Pengusutan 10.000 2.500 2.500 | 15.000
- b. Jasa Raharja 10.000 2.500 2.500 | 15.000 |
i[c. Asuransi 10.000 2.500 2,500 | 15.000
. d. Pemeriksaan 15.000 5.000 5.000 | 25.000
' jenazah . ¥ g i 1
e e 4% i
(3) Untuk Visum Et Repertum lengkap cikirim ke fasilitas kesehatan yang
lebih lengkap.
Pasal 32
(1) Tarip pemakaian Ambulance/ Mobll Puskesmas kelling didasarkan
pada perhitungan jumlah Kilo Meter pulang pergi ;
(2) Untuk pemakaian Ambulance/ Mebil Puskesmas Keliing S (lima)

kilometer pertama siang hari (jam 06,00 - 18.00 WIB) dikenakan biava
urtuk pembelian BEM sejurmlah 7,5 (tujuh setengah) Liter dan pada
malam hari (Jam 18.00 - 06.00 WIB) dikenakan biaya pembelian BBM
sejumlah 10 Liter, sedangkan kelebihan jarak  berikutnya
diperhiturgkan menurut jarak pulang pergl dibagl 2 (dua), dikalikan
perliter bahan  bakar ;
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(3) Setiap pemakaian Ambulance/ Mobil Puskesuwas keliling dikenakan
biaya sebesar 15% (lima belas prosen) dari biaya yang hems
dibayarkan, untuk jasa pergernudi |

(4) Jasa Pernakalan Ambulance/Mobll Puskesmas Keliing 25 % dietor ve
Kas Daerah 75 % ke Puskesimas,

Pasal 33

Tarip pelayanan jasa kesehatan lain-lain :

[ No. Jasa Pelayanan Jurriah Bays
o E el Bk —t PP |
1. | Pemeriksaan calon pengantin 10.000
2. | Pemeriksaan calon haji 15.000
3. | Keur dokter Umum 5.00C
4. | ¥eur kesehatan untuk anak sekolah 3.00C
5. |Pemeriksaan Dokter Spesialise 5.0
6. | Tindik telinga 4.000
7. | Pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja 5.000
BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI

'. Pasal 34
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertanty yang memupakan
batas waku baal wajib retribusi untuk mernanfzatkan jasa pEavaa
kesehatan darl Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
Pasal 35

Gaal Retribusl Terutang adalah pada saat diterditannya Swat
Ketetapan Retribusl Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan,
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I ™ Yal

BAB IX
TﬁTA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36
(1) Pemunqgutan retribusl tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribus dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen [ain
yang dipersamakan. .

Pasal 37

(1) Dalam hal penderita meninggalkan Puskesmas belum dapat meluresi
biaye-biaya perawatan dan pengobatan atas ijin kepale Puskesmas
Peambavyaran dapat dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak keluar dari Puskesmas ;

(2) Apabila dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan penderita belum dapat
melunad, maka pihak Puskesmas menyampaikan tagihen kepada
keluarga atau penanggung jawab penderita ;

(3) Apabils tagihan sebagaimana dirmaksud pada ayat (2) Pasal ini belum
mendapat penyelesaian, tagihan berikutnya disampaikan mefalui Kepala
Desa/ Kelurahan atau Camat ;

(4) Apabila tagihan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini belum
mendzpat penyelesaian, maka penvelesatan lebih lanjut diserahkan
kepada Bupati. ¢

Pasal 38

(1) Beya perawstan bagi penderita anggota veteran [/ perintis
Kemerdekaan dan anggota Hansip diberlakukan sesual  dengan
ketertuan yang beraku ;

'(z) Penderita yang bersiatus Narapldana dan yang) berstatus tahanan harus

mermbawa Surat Keterangan dari yang berwa)ib untuk dirawat di Kelas
11l dengan blaya darl Instansi yang bersangkutan ;
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(3) Bagl penderita pesetta Asuransi Keschatan, Jaminan Pemeiharazn
| Kesehatan Masyaralat, Asuranei Tenaga Kera dan Jaminan Sosial

Tenaga Kﬂja,,_gunhmr:n blaya diatur sesuai dengan peratyran yang
Dberlhu ;

(4) Pimpinan dan ancgota DPRD Kabupaten Magekng beserta relua gany2
mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana terakg bagi penderta
peserta ASKES golongan IV,

(5) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2, (3) dan (4) Pass
ini apabilk menghendaki perawatan i kelas yanq lehin g
dwajitkan membayar kelehihan biaya perawatan.

Pasal 39 "

(1) Untuk membayar biaya perawatan diperhitunglen sf;aki penderta
mastk sampai dengan penderita keluar, setzah fam 12.00 WIS
dihitung penufi, dan apabila keluar sebelymn jam (200 W3
dibebaskan untuk 1 (satu) harl ;

(2) Apabila penderita melarikan diri/ meninggal cune, maxa Pudhesmas
membugt surat pemberitahuan dan surat tagihan perrtayaran wenada

keluarga | penanggung jawab penderita meialu Kepaa Desa
Kelurahan [ Camat.

, BAB X
SANKST ADMINISTRASY

s P

Pasal 40) "

Dalam hal wajb Retribusi tidak membayar Wpat pasa wakiunya
ateu kureng membayar, dikenakan sanksl adminstasi betpa denda
sebesar 2% sebiap bulan dagt retiibusgl yang terutang atau kvang Jidayar
dan ditagin dengan menggunakan surat Taghan Rembus Dasah,
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BAB XI
PENGELOLAAN RETRIBUST

Pasal 41

Semua penerimaan retribusi di Puskesmas disetor ke Kas Daerah
Kabupaten Magelang.
Pasal 42 .

(1) Penerimaan biaya pemeriksaan medik, tindakan medik dan anestesi
dikembalikan ke Puskesmas sebesar 75%;

(2) Retribusi rawat jalan yang telah dibayar oleh pengguna jasa
pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah, kemudizn :
+ 50% dikembalikan langsung ke Puskesmas

+ 50% untuk kas Daerah,

(3) Retribusi rawat inap :
¢ 759¢ dikembalikari ke Puskesrnas, digunakan untuk pelay=nan

kesehatan rawat inap,
+ 2596 untuk l@as Daerah,

BAB XII
IKERINGAMNAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 43 .
Untuk mendapatkan keringanan / pembebasan biaya diperlukan

persyaratan sebagai berikut :

(1) Penderita kurang mampu atau tidak marnpu diwajibkan menyerahkan
Surat Keterangan Kurang Mampu atau Tidak mampu dari Kepala Desa /
Kelurahan dan diketahui Camat setempat ;

(2) Surat-surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas.
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Pasal 44

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Peraturan

Daersh inl harus diserahkan dalam waktu 3 x 24 jam stelah penderta
masuk rawat inap.

Pasal 45

Penyerahan  Surat Keterangan yang melewsati batas  wady
sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 Peraturan Caerah ini dinyatalan Hidak
beriaku.

BAE XILX
KADALUWARSA

Pasal 46

(1) Hek untuk mebkukan penagihan retribusi, kadalwarss setelan
melampaul jangka waktu 3 (figa) tahun terhitung sejak =t
terhutangriya refribusi, kecuali apabila Wajib Rstrousi melaiukzn
tindak pidana di hidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 2vat (1)
Pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran, atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribus 2aik largsarg
maupun tilak langsung,

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

wajib Retribugd yang tidak meloksanakan kewajbannya sengga
mesugikan keuangan daerah diancam  pldana kurungan paling iama
(enam) bulan df2u denda paling banyak , 4 (empat) Kalt jumiah retrbus
yang terutang,
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Penyidik Pegawal Negeri Sipll di Lingkungan Pernerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ;

(2)

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adzlah
pelanggaran ;

‘Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah :

a

b.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ztau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
katerangan atau laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jeias;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan menganai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilekukaa
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari-arang pribadi atau badaa
sehubungan dengan tindak pidana dibldang retnbusi;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bulkd
pembukusn, pencatatan, dan dokumen-dokumen lan, serla
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau ternpat pada saal pemeriksaan sedang berangsung
dan memeriksa Indentitas orang dan atau dokumen yang cibawa
sebagaimana diraksud pacla huruf ;

h, mernciret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

in-

1.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dtreribs? _

sepagal lersangka atau saksi;
menghentikian penyidikan ;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penydikzn
tindak pidana dibidang retribusl menunt hukurn yang dapat
dipertanggungjaveabkan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayet (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umurn, sesual dengan ketentuan yang diztur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Aczra Pidana,

BAEB XVI
KETENTUAM PERALIHAN

Pasal 49

(1) Sepamang belum ada,Peraturan Daerah yang baru yang mercatur
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dings Kesehatan Kabupaian
Magelang, maka Peraturan Dagrah lama ( Peraturan Caerah Kadbupatsn
Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 2 Tahun 1996 lentarg Organias
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingiat I
Magalang 1 masih berlaku ;

(2) Apabila Peraturan Daerah yang baru yang mengatur teniang Stukiur
Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mage'zng telah
disahkan, maka Peraturan Caerah lama { Peraturan Dasrah Kabudaisn
Daerah Tingkat Il Magelang Momor 2 Tahun 1996 tentarg Organkas
dan Tala Kerja Dinas Kesehatan Kibupaten Daerah Tingkat U
Magelang ) dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIIT
KETENMTUAN LAIN-LAIN
Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daersh Ini sepanjang

‘méhgenal pelaksanaznnya akan diatur lebih lanjut dergan Keputusan

Bugati,
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Cengan berlakunya Peraturan Daerah ini, raka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Magelang dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan FPeraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam
Lernbaran Daerah Kabupaten Magelang. 1

Ditetapkan di Kata Mungkid
Pada tanggal 1 Nepember 2000

BUPATT MAGELANG
TTD.
ORS. H. HASYIM AFANDI. .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
MNormor 1€ Tahun 2000 ; Tanggal 4 Nopember 2000
Serl B, Nomor §

Sekretaris Daerah
Ttel.

RRS. H, SOLECHAN AS.

Pembina Utama Mucla
MNIP, 500 034 460

® G0l
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR L5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUST PELAYANAM KESEMATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MAS'Y ARAKAT
KABUPATEN MAGELANCI

UNMUM

Bardasarkan perkembangan keadaan dewasa ini kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan sangat diperiukan, olen
karena itu maka dalam rangka meningkatkan kualitas psiayanan
kesehatan kepada masyarakat khususnya pada Pusat Kesehatan
Masyarakat hal tersebut sangat perlu diperhatikan. Untuk memenuni
hal tersebut dibutuhkan sarana yang lebih memadal sewnggs

masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapet
terpenuhi.

Telah kita ketahui btercama bahwa sarana kesshatan
memeriukan biaya yang cukup mahal, oleh karena itu diperukan
peningkatan peran serta masyarakat untuk meadukung operasicnal
pelayanan kesehztan di Pusat Kesehatan Masyaralat sehwngga
pelayanan kesehatannya lebih berkualitas dan dapat mengaatdsipasi
tuntutan permasalahan kesehatan di rmasyarakat.

Peratuian Daerah Kabupaten Daevah Tingkat 11 Magelang -
Nomor 1 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Peratuan Daerah
Momor 8 Tahun 1992 vanu tenptang Pelayanan Kesehatan pada
fumah Sald dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
Magelang sudah tidak sesui terutana apabilt dkaittan dengan
biaya operasonal pelayaran hesehalan yang dpertukan dewasa ini
cleh karena itu peilu disesuaikan sebiagainana mestinya, N
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Berdasarkan pertimbangan hal tersebut  Khususnya
Peraturan yang mmengatur mengenai Pelayanan  Kesehatan
Masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesrnas) perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini terutama
mengenai biaya retribusinya.

Dengan ditetapkannyva Peraturan Caerah ini diharapkan
akan makin meningkatikan mutu pelayanan maupun peralatan yang

makin memadal bagl masyarakat. ¢
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
pasal B Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
pasal 10

ayat (1) nomor c,d yang dimaksud dengan keur adaiah
syrat Keterangan Kesehatan yang dipergunakan
untuk suatu keperluan tertentu,

pacal 11 cukup jelas.
pasal 12 Cukup jelas,

Pasal 13 Yang dimaksud pengguna jesa didasarkan pada
subyek retribusi adalah tingkat pelyenan yang
diberikan kepada pengguna  jasa kesehatan di
Puskesmas  dengan  pelayanan  rawat  jalam
pengouna jasa peserta bayar.
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Pasal 14 Cukup jelas,
Pasal 15 Cukup jelas.
Pacal 16 Cukup jelas,
Pasal 17 Cukup jelas,
Fasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19

ayat(1)  Yang dimaksud observasi adalah pengamatan
secara langsung terhadap kﬂainqq percangkaan

penyakit. ;

Yang dimaksud diagnosa adalah penestuan suatu
penyakit.

Yang dimaksu therapi adalah  tindakan
pengobatan.

ayat(2)  Yang dimaksud pemeriksaan penunjang diagnostik
adalah pelayanan untuk menunjang penedakan
diagnostik

Yang dimaksud rehabilitasi medik adalah pslayanan
yang diberikan cleh unit rehabilitasi medik dalem
bentuk pelayanan untuk pemulihan kesehatan.

Fasal 20

ayat(2) Yang dimaksud odalah biaya untuk kunjungan
dokter pada jam dinas kepada pendsrita yang
dirawat (kecuali dokter part-timer).

pasal 21 Yang dimaksud aclalah Pelavanan dengan rawat
inap dilakukan paca Pusat Kesehatan Masyarakat
yang dilengkapi dengan rawat inap.

Perlu atau tidaknva seorang penderita . dilayani
dengan  rawat  inap  didasarkan  atas  hasil
aralisashasil pemeriksaan dokter, kemudian dokter

tersebut wallb - memberilan surat
pengantar/rujukan untuk pelayanan dengan rawat
inap. ’
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Pasal 22 Kelas 11l : adalah  bangsal perawatan dengan
jumiah tempat tidur leblh dari 3 dalam  satu
kamar, tanpa sekat,

Kelas 1l : adalah bangsal perawatan dengan
reang bersekat, jurnlah tempat tidor 2

Kelas [ : adalah kamar perawatan yang Lerisi saty
tempat tidur . .

point a  Biaya administrasi per klas pada penderita ranat
inap, hanya dikenakan satu kali pada saat pacien.

Point b Biaya cucian adalah biaya untuk mencuci alat-alec
yang digunakan cleh pasien selama dirawat antara
lain sprei, sarung bantal, selimut dan kordan.

Point ¢ Biaya perawalan dan biaya pelayanan kesehzan
adalah biaya untuk pelayanan makan dan mipum
pasien tiga kali schari dan sewa tempat.

Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24

avat(1)  Penunggu rawet inap penderita rawat inap
dikenakan biaya tunggu untuk sebanya'c-ba wakrya
2 (dua) orang per harl sesuai dengan kelas
perawatannya

pasal 25 ¢

avat(1)  Yang dimaksud dengan konsullasi therapi adalab
permohonan  pemelikssan  spesalsts don
pergiobatan yang dilakukan oleh dokter bagan lam
untuk kepertingan usaha penyembuhan pendsyta.

Kensultas penyernbuhan permohonan pemeriisaan
spesialistis dan sebabus menyerahkan pengobatan
dan perawatannya oleh dokter atau kepada dolter
bagian lain demi kepentingan usaha penyembohan
pencerita,
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Pasal 26 Cukup jelas,
Pasal 27
avat(1) Beaya tersebut tidak, termasuk alat
kesehatan  dan  atau  alat korfrasepsl  yang
digunakan .Alat  kesehatan  dan atau alat
kontrasepsi dihitung sesual harga pasaran  pada
saat itu,
ayat(3) Tambahan 50% dimaksud digunaran urtuk
tindakan medis mengatasi komplikasi dari alat
kesehatan yang digunakan untuk kegiatan tersebut
Fasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)
huruf a angka 1 _ :
huruf I Untuk tarip pemeriksaan gula darah menyesuzikan
harga pasar.
huruf b angka 6

huruf ¢

Ayat (4)

Fasal 30
Pagal 31

Untuk blaya tarip  pemeriksaan  WIDAL
manyesuaikan harga pasar.

Bahwa rujukan serta perneriksaan dimalksud
dilakukan di Dinas Keszhatan Kabupaten Magsiang.

Apabila untuk penegakan ‘diagnose diperiukan
pemeriksaan bagian abdomen dan pelvic (panagul)
maka pasien dikenai tambahan biaya film vang
dipakal,

Cukup jelas, !

ayat (1) Yang dimaksud dengan Visum Et
Reperturn adalah surat Keterangan darl dolder
pemerintah, untuk memenuhi permintaan penyclik

tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien

dalam proses penyidikan,

|
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Pasal 30
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
avat (4)

Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Point a

Point b

Polmt ©

38

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Qukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang cimaksud keluarganya adalah terdini : suzmif
istri dan anak kandung (maksimal dua anak yang
menjadi tanggungannya).

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dirnaksud penderita kurang mampu adalad
mereka yang untuk perawatanaya hanya dapat
membayar sejumlah blaya kurang dari tanp kelas
111, vang dinyatakan dengan surat keterangan dan
Kepala Desa/Kelurahan yang bersanglutan dan
dikuatkan oleh Camnat

vang dimaksud penderita tidak mampu adalad
mereka yang sama sekall tdak dapat membayar
biaya perawatan yang dinyatakan dengan surat
keterangan darl  Kepoala Desa/Kelurahan yand
bersangkutan yang dikuatkan oleh Carmat setempat

Yang dimaksud dengan surat-surat kein adalah
surat kartu JP53-BK, Kartu tanda Fenduduk, dan
Kartu Keluarga,

”
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Pasal 44 Yang dirmaksud Surat Keterangan yaitu Kartu JPS-
BK, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Fasal 47 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Fasal 50 Cukup jelas.
Fasal 51 Cukup jelas.
PENJELASAN TAMBAHAN

Eahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD
Kabupaten Magelang pada tanggal 11 §/d 16 Cktober 2000 dan
telah mendapat persetwjuan DPRD Kabupaten Magelang cengan
Keputusan DPRD Norncr 76 tanggal 19 Oktober 2000 ten@ng
Fengesahan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Fusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magelang.

D L L L P,

("
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